PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2009.

. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggun Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4438);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

13. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr.

H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur
Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa
Jabatan 2003 — 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM
sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 — 2008;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pedoman Penyusunan RKA — SKPD Sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun
RKA — SKPD.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/ Walikota.



Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan RKA — SKPD Tahun Anggaran 2009, mencakup :

a. Prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait.

b. Alokasi Plafon Anggaran sementara untuk setiap program/ kegiatan SKPD.
c. Batas waktu penyampaian RKA — SKPD kepada PPKD
d

Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja

dan standar satuan harga.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan RKA - SKPD Tahun Anggaran 2009, sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda

Pro altim,
______'_‘_‘——u.—_..-

— /
H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
Nip. 18560628 198602 1 004




